
BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabel
dalam perencanaan pembangunan daerah harus
didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan
tersedia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Pedoman Perencanaan
Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten
Serang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang………
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4817);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2008 Nomor 772);

13. Peraturan………
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Kecamatan dan Pembentukan Kecamatan di
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2009 Nomor 783);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010 - 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014
Nomor 7).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Serang(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011
Nomor 820);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (
Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014
Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014
Nomor 02);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2012 Nomor 832);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pembentukan Sekretariat Korps Pegawai Republik
Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2012 Nomor 837);

20. Satuan………
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012
Nomor 838);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013
Nomor 08);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013
Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Serang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga
Lain.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Serang;

7. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan
dan pengendalian serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya.

8. Data adalah kumpulan angka, fakta, fenomena atau keadaan lainnya yang
berupa hasil pengamatan, pengukuran atau pencacahan dan sebagainya
terhadap obyek, yang berfungsi sebagai pembeda dari obyek yang satu
dengan yang lainnya pada variabel yang sama.

9. Informasi………
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9. Informasi adalah hasil dari pengumpulan dan pengolahan data untuk
memberikan keterangan atau pengetahuan.

10. Perencanaan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia dalam ruang lingkup daerah.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen
perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah
dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5
(lima) Tahun.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB….………
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tatalaksana yang
berkaitan dengan penyediaan dan pemenuhan data untuk kepentingan proses
perencanaan dan evaluasi yang akan dibuat, baik dalam perspektif tahunan,
lima tahunan dan jangka panjang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

a. pedoman bagi SKPD dalam menghimpun, mengumpulkan dan
menginventarisir data dasar untuk kepentingan perencanaan
pembangunan;

b. standarisasi ”perlakuan sumber data” yang dilakukan oleh pegawai (baik
pejabat maupun pelaksana) dilingkup SKPD;

c. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
oleh pegawai pemerintahan dalam hal menata, menyimpan, dan
menginventarisir data;

d. acuan bagi seluruh SKPD dalam melakukan proses pendataan sesuai
dengan kewenangannya;

e. basis data yang terorganisir dengan baik sebagai dasar evaluasi kinerja
dan penyusunan perencanaan APBD, RPJMD dan RPJPD.

BAB III

RUANG LINGKUP PEDOMAN PERENCANAAN MANAJEMEN DATA DAN
INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan Manajemen Data dan Informasi
Pemerintah Kabupaten Serang meliputi:

a. pendahuluan;

b. landasan teoritis dan kebijakan;

c. komponen bank data pemerintah Kabupaten Serang;

d. pedoman manajemen data pemerintah Kabupaten Serang;

e. inventarisasi data dasar dan indikator.

BAB…..………
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BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN PEDOMAN PERENCANAAN MANAJEMEN DATA
DAN INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

Pasal 5

(1) Sistematika penulisan Pedoman Perencanaan Manajemen Data dan
Informasi Pemerintah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud, Tujuan dan
Manfaat, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KEBIJAKAN
Memuat Landasan Teoritis, Teknik Pengumpulan Data dan
Landasan Kebijakan.

BAB III KOMPONEN BANK DATA PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
Memuat Konsep dan Definisi Bank Data Pemerintah Kabupaten
Serang dan Komponen Bank Data Pemerintah Kabupaten Serang.

BAB IV PEDOMAN PERENCANAAN MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
Memuat Klasifikasi Sumber Data di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Serang, Alur Manajemen Data Pemerintah Kabupaten
Serang, Matriks Inventarisasi dan Klasifikasi Data Dasar dan
Indikator, Penentuan Nomor Identitas Data Dasar, Format
Pelaporan Data, Media Penyimpanan Data, Identifikaasi Potensi
Permasalahan Penerapan Manajemen Data dan Standarisasi
Perangkat pada Struktur Manajemen Data di Lingkungan Internal
SKPD.

BAB V INVENTARISASI DATA DASAR DAN INDIKATOR
Memuat Data Dasar dan Indikator SKPD Setda, Setwan,
Dinas/Badan, Kantor dan Kecamatan.

BAB VI PENUTUP
Memuat Penutup, Rekomendasi dan hal-hal lain yang dianggap
perlu.

(2) Sistematika penulisan Pedoman Perencanaan Manajemen Data dan
Informasi Pemerintah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Matriks Inventarisasi dan Klasifikasi Data Dasar dan Indikator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB…..………
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2015

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR .....


